BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018

Menimbang:

Mengingat :

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 9 ayat (3), Pasal
llayat (2), Pasal 14ayat (2) dan Pasal 15ayat (5)Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018tentangRetribusiPengendalian
Menara Telekomunikasi
perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPelaksanaanPeratura
n DaerahNomor 7 Tahun 2018tentangRetribusiPengendalian
Menara Telekomunikasi;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2018tentangRetribusiPengendalian @ Menara  Telekomunikasi
(Lembaran Daerah KabupatenTabananTahun 2018Nomor 7,
TambahanLembaran Daerah KabupatenTabananNomor 7).



Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupatenTabanan.

2.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.

10.

11.

PejabatadalahPegawai yang
diberitugastertentudibidangRetribusi Daerah
sesuaidenganPeraturanPerundang — undangan yang berlaku.

. DinasadalahDinas yang menanganitelekomunikasi di
KabupatenTabanan.

. Retribusi Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
pengelolaan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah
yang dilakukan atas dasar pelayanan kepada masyarakat.

. Wajib RetribusiPengendalian adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk
pemungut atau pemotong rertribusi tertentu.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

. Surat SetoranRetribusiDaerah yang selanjutnyadisingkat SSRD
adalahbuktipembayaranataupenyetoranRetribusi yang
telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakuka
ndengancara lain ke kas Daerah melaluitempatpembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Variabeljaraktempuhadalahnilai yang ditetapkanberdasarkan
pada tempat Menara telekomunikasidibangun.
Variabeljenis Menara adalahnilai yang

ditetapkanberdasarkankonstruksitertentusesuaistandar
Menara telekomunikasi.

BAB II

BESARNYA BIAYA OPRASIONAL DAN BIAYA-BIAYA YANG DIPERLUKAN

DALAM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2
(1) BiayaOperasional dan Biaya-biaya yang
diperlukanDalamPengendalian Menara Telekomunikasi

ditetapkansebesarRp. 2.550.000,- per menara per tahun;



(2) Rincianbiayaoperasional dan biaya-biaya yang
diperlukandalamPengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimanadimaksudpada ayat(1)adalahsebagaiberikut :

Komponen Jumlah | Satuan StandarBiaya Frelfuensi Jumlah
(Rp.) Kunjungan (Rp.)

Transportasi 1 Tim 400.000 | 210 hari 84.000.000
dan Konsumsi

UangHarian 4 Orang 500.000 | 210 hari | 420.000.000

ATK 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

Total BiayaOperasional per tahun 510.000.000

Biaya rata-rata atautarif per menara per tahun(210 menara) 2.550.000

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

(1)

Pasal 3

BesaranRetribusiuntukmasing-masing

Menara

ditentukansebagaiberikut : RPMT = Total BiayaOperasional per tahun
x VariabelJarakTempuh x VariabelJenis Menara.

(2) RincianBesaranRetribusisebagaimanadimaksud pada  ayat (1)
adalahsebagaiberikut :
. Biaya yang Distribusi
Variabel Indeks | Indeks Didistribusikan Biaya
S (2x4 atau
1 2 3 4 3x4)
a. Dalam Kota 0,9 2.550.000 2.295.000
1. Menara Rooftop 0,5 2.295.000 1.147.500
2. Menara Pole 0,9 2.295.000 2.065.500
3. Menara Kamuflase 1,1 2.295.000 2.524.500
4. Menara Greenfield 1,5 2.295.000 3.442.500
b.Luar Kota 1,1 2.550.000 2.805.000
1. Menara Rooftop 0,5 2.805.000 1.402.500
2. Menara Pole 0,9 2.805.000 2.524.500
3. Menara Kamuflase 1,1 2.805.000 3.085.500
4. Menara Greenfield 1,5 2.805.000 4.207.500
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4
(1) WajibRetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi

melakukanpembayaranRetribusidenganmenggunakan SSRD.




(2) KepalaDinasKomunikasi dan
InformatikaKabupatenTabananmelaluibendaharapenerimamenerimape
mbayaranRetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi
dariwajibRetribusisebesar yang tertuangdalam SKRD dengan Surat
TandaBuktiPembayaran.

(3) PenerimaanRetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimanadimaksud pada Ayat (2) dicatatdalampembukuan yang
merupakanpenerimaanuang Kas yang harusdisetorkeRekening Kas
Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN,PENETAPAN TEMPAT
PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5
(1) Retribusi yang terhutangharusdibayarsekaligussecaratunai /
lunassejakditerbitkan SKRD dan  /ataudokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Pembayarandilakukan pada

BendaharaPenerimaanDinasKomunikasi
danlnformatikaKabupatenTabananmelalui Bank Pembangunan Daerah
Bali.

(3) ApabilawajibRetribusitidakdapatmemenuhikewajibanyang
diakibatkankarenakeadaandariluarkekuasaannya,
wajibretribusidapatmengajukanpermohonanangsuranataupenundaanp
embayaranRetribusi.

(4) WajibRetribusidapatmengajukanpermohonanangsuranataupenundaa
npembayaranretribusisebagaimanadimaksudpada ayat (3)
kepadaBupati.

(5) PermohonanangsuranataupenundaanpembayaranRetribusidiajukand
engandisertaialasan-alasan yang jelas dan
dapatdipertanggungjawabkan.

(6) PermohonanangsuranataupenundaanpembayaranRetribusiharusdiaj
ukandalamjangkawaktu 3 (tiga) bulansejaktanggal SKRD diterbitkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Pada saatPeraturanBupatiinimulaiberlaku, makaPeraturanBupatiNomor
50 Tahun 2012 tentangPelaksanaanPeraturanDaerahNomor 3
tentangRetribusiPengendalian = Menara  Telekomunikasidicabut dan
dinyatakantidakberlaku.



Pasal 7
PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyad
alamBerita Daerah KabupatenTabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 31



